
Mengingat 

a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 
perlu mengatur Kode dan Nomenklatur Bidang 
dan Kegiatan, Kode Rekening Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan Dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa di Kabupaten Ngada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Kode Dan Nomenklatur 
Bidang Dan Kegiatan, Kode Rekening Pendapatan, 
Belanja Dan Pembiayaan Dalam Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten 
Ngada; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

Menimbang 

BUPATI NGADA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN, KODE REKENING 
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 22 TAHUN 2018 

BUPATINGADA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 N omor 
123, sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2094); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 158); 

8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015 
Nomor 1); 

9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ngada. 
2. Bupati adalah Bupati Ngada. 
3. Desa adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

5. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa 
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu 
dibayar kembali oleh desa. 

6. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan 
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh desa. 

7. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 
berikutnya. 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN NOMENKLATUR 
BIDANG DAN KEGIATAN, KODE REKENING PENDAPATAN, 
BELANJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Desa Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah 
Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Ngada Nomor 37 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 
1 Tahun 201 7 tentang Daftar Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal U sul Dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ngada (Berita 
Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 
38); 



SERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2018 NOMOR 22 

Diundangkan di Bajawa 
pada tanggal 26 Maret 2018 
SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN NGADA, I 
MMOSES 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ngada. 

Pasal 3 

( 1) Kode dan nomenklatur bidang dan kegiatan, kode rekening pendapatan, 
belanja dan pembiayaan desa digunakan dalam penyusunan dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah 
Desa dan APB Desa. 

(2) Rincian kode dan nomenklatur bidang dan kegiatan, kode rekening 
pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

! 
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Ditetapkan di Bajawa 
da tanggal 26 Maret 2018 

~ t. SUPATI N ADA, 

Pasal 2 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa yang 
personil (sumber daya manusia], barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sum her daya 
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) 
dalam bentuk barang/ jasa. 



KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 

1 Bidanz Penvelenggaraan Pemerintah Desa 
1.1 Kegiatan Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat 

Desa, Penjabat Kepala Desa Persiapan Dan Tunjangan BPD 

1.2 Keziatan Operasional Perkantoran 
1.3 Keziatan Ooeraeional BPD 
1.4 Keziatan Ooerasional RT/RW 
1.5 Keziatan Penetapan dan Penezasan Batas Desa 
1.6 KegiatanPengelolaan dan Pengem bangan Sis tern Administrasi 

dan Informasi Desa dan Arsin Desa 
1.7 Kegiatan Penyusunan dan Pengernbangan Tata Ruang dan Peta 

Sosial Desa 
1.8 Kegiatan Pendataan Desa (pendataan dan pengklasifikasian 

tenaga kerja desa, pendataan penduduk desa, pendataan 
ootensi desal 

1.9 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (penataan desa, 
kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, 
penambahan dan pelepasan aset desa, kejadian luar biasa) 

1.10 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa (penetapan 
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala desa, penetapan RPJM Desa, penetapan RKP 

I Desa, oenetaoan APB Desai 
1.11 Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan 

Pemerintahan Desa 
1.12 Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Kerjasama Antar 

Des a 
1.13 Keziatan Penetapan Ore:anisasi Pemerintah Desa 
1.14 Keziatan Pemilihan Kenala Desa 
1.15 Keziatan Penetanan Peranzkat Desa 
1.16 Keziatan Pem bentukan BPD 
1.17 Keziatan Penetapan Peraturan Desa 
1.18 Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah 

LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 22 TAHUN 2018 
TANGGAL 26 MARET 2018 
TENTANG KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN, KODE REKENING 
PENDAPATAN, BELA.NJA DAN PEMBIAYAAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DESA DI KABUPATEN NGADA 

KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN 



1.19 Kegiatan Penetapan Pos Keamanan clan Pos Kesiapsiagaan 
lainnya sesuai clengan kebutuhan clan kondisi sosial 
masvarakat desa 

1.20 Kegiatan Lain-lain Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa Sesuai Konclisi Desa 

2 Bidanz Pelaksanaan Pembanzunan Desa 
2.1 Kegiatan pembangunan, pengembangan, clan pemeliharaan 

kantor Desa 
2.2 Kegiatan pembangunan, pengembangan, clan pemeliharaan 

rumah ibadah: 
2.3 Kegiatan pembangunan, pengembangan, clan pemeliharaan 

gedung pertemuan atau balai Desa; 

2.4 Kegiatan pembangunan, pengembangan, clan pemeliharaan air 
bersih berskala Desa clan antar Desa 

2.5 Kegiatan pembangunan clan pemeliharaan lapangan 
Desa· 

2.6 Kegiatan pembangunan clan pemeliharaan taman 
Desa 

2.7 Kegiatan pembangunan clan perbaikan rumah sehat untuk fakir 
miskin: 

2.8 Kegiatan penataan, pengembangan, clan pemeliharaan 
loerkamounzan adat: 

2.9 Kegiatan pembangunan, pengembangan, clan pemeliharaan 
selokan/ saluran drainase; 

2.10 Kegiatan pembangunan, pengembangan, clan perneliharaan 
temoat pembuanzan samoah: 

2.11 Kegiatan pengaclaan clan pemeliharaan gerobak 
sampah: 

2.12 Kegiatan pengaclaan clan pemeliharaan kendaraan pengangku t 
samnah: 

2.13 Kegiatan pengadaan clan pemeliharaan mesin pengolah 
samnah: 

2.14 Kegiatan pengaclaan, perneliharaan, clan pengelolaan 
oemakaman Desa: 

2.15 Kegiatan pengaclaan, pembangunan, pengembangan, clan 
oemeliharaan tambatan perahu: 

2.16 Kegiatan pengaclaan, pembangunan, pengembangan, clan 
oemeliharaan ialan permukiman: 

2.17 Kegiatan pengaclaan, pernbangunan, pengembangan, clan 
pemeliharaan jalan poros Desa clan an tar Desa; 

2.18 Kegiatan pengaclaan, pembangunan, pengembangan, clan 
pemeliharaan jalan Desa antara permukiman ke wilayah 

'nertanian: 



2.19 Kegiatan pengadaan, pernbangunan, pengembangan, dan 
[nemeliharaan iembatan Desa: 

2.20 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
.oemeliharaan aoronz-zoronz: 

2.21 Kegiatan pengadaan, pernbangunan, pengernbangan, dan 
nemeliharaan terminal Desa: 

2.22 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
nemeliharaan pembanzkit listrik tenaza mikrohidro: 

2.23 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan nembanzkit listrik tenaza diesel: 

2.24 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengernbangan, dan 
oemeliharaan pembanzkit listrik tenaza matahari: 

2.25 Kegiatan pengadaan, pernbangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan instalasi biozas: 

2.26 Kegiatan pengadaan, pernbangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan iarinzan distribusi tenaza listrik: 

2.27 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
oemeliharaan iarinzan internet untuk warza Desa 

2.28 Kegiatan pengadaan, pernbangunan, pernanfaatan, dan 
oemeliharaan website Desa· 

2.29 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan peralatan penzeras suara (loudspeakerl: 

2.30 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
nemeliharaan telenon urnum: 

2.31 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
oemeliharaan radio Single Side Band (SSB): 

2.32 Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
sanitasi linzkunaan Desa: 

2.33 Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana mandi, cuci, 
dan kakus (MCKl: 

2.34 Kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan 
mobil/kaoal motor untuk ambulance Desa: 

2.35 Keziatan nenzadaan alat bantu penvandanz disabilitas; 
2.36 Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan panti rehabilitasi 

• nenvandanz disabilitas: 
2.37 Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

posyandu/ posyandu plus dan Bina Keluarga Balita (BKB); 

2.38 Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan pos 
kesehatan Desa dan oolindes lUKBM): 

2.39 Kegiatan pengembangan tenaga kesehatan Desa dan Antar 
Desa: 

2.40 Kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan 
rumah tunzzu persalinan: 

2.41 Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan 
tradisional: 



2.42 Kegiatan pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan 
narkotika dan zat adiktif di Desa: 

2.43 Keziatan penzelolaan dan pembinaan posvandu 
2.44 Kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

banzunan PAUD/TK/Kober. SD, dan SLTP; 
2.45 Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi 

PAUD/TK/Kober. SD. dan SLTP; 
2.46 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

oemeliharaan taman bacaan masvarakat· 
2.47 Kegiatan pengadaan buku, bahan bacaan dan peralatan belajar 

bazi PAUD/TK/Kober. SD. dan SLTP; 
2.48 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

nemeliharaan wahana oermainan anak di PAUD; 
2.49 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengernbangan, dan 

nemeliharaan taman belaiar keazamaan; 
2.50 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

oemeliharaan oeroustakaan Desa; 
2.51 Kegiatan pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar 

seni budaya, perpustakaan Desa, dan balai pelatihan/kegiatan 
belaiar masvarakat: 

2.52 Kegiatan fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya dan adat- 
istiadat masvarakat: 

2.53 Kegiatan pengembangan tenaga pendidik PAUD /TK/Kober, SD 
dan SLTP di Desa 

2.54 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan saneaar seni: 

2.55 Kegiatan pengadaan dan pengem bangan film dokumenter; 

2.56 Kegiatan pengadaan, perneliharaan, dan pengelolaan peralatan 
kesenian; 

2.57 Kegiatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan usia dini; 

2.58 Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok 
belaiar di Desa: 

2.59 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan bendunzan berskala kecil: 

2.60 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
'oemeliharaan embunz Desa dan sistem oengairan Desa; 

2.61 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan iriaasi tersier I irizasi Desa: 

2.62 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan ialan usaha tani; 

2.63 Kegiatan pengadaan pencetakan dan perluasan lahan pertanian 
dan perkebunan: 

2.64 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
I oemeliharaan kolam ikan; 



2.65 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kapal penangkap ikan; 

2.66 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan ternpat pendaratan kaoal penanzkan ikan; 

2.67 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
.oemeliharaan keramba iarinz anunz dan bazan ikan: 

2.68 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan balai benih ikan: 

2.69 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
'oemeliharaan saluran untuk budidava perikanan; 

2.70 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oemeliharaan tambak zaram: 

2.71 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan kandana ternak: 

2.72 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
nemeliharaan mesin pakan ternak: 

2.73 Keziatan pengernbangan benih lokal: 
2.74 Keziatan pengadaan ternak; 
2.75 Kegiatan pengadaan benih/bibit pertanian dan perkebunan; 

2.76 Keziatan penzernbanzan ternak secara kolektif; 
2.77 Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan 

gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (Sarprotan); 

2.78 Kegiatan penetapan komoditas unggulan pertanian dan 
oerikanan Desa; 

2.79 Kegiatan pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan 
oenvakit oertanian dan oerikanan secara terpadu: 

2.80 Kegiatan penetapan jenis dan pengadaan pupuk dan pakan 
orzanik untuk pertanian dan oerikanan: 

2.81 Kegiatan pembangunan dan pengembangan padang gembala; 

2.82 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana pengeringan hasil pertanian: lantai jemur 
gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran 
ikan· 

2.83 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
oerneliharaan ternnat oelelanzan ikan milik Desa· 

2.84 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan lumbung pangan dan penetapan cadangan 

I nanzan Desa: 
2.85 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 

pemeliharaan sarana prasarana unit pengolahan basil (UPH) 

I 
i 
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2.86 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana unit pengolahan hasil (UPH) 

2.87 Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Pertanian; 

2.88 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana jasa dan industri kecil 
(misalnya mesinjahit/peralatan bengkel/mesin bubut untuk 
meubeler.l 

2.89 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
oemeliharaan sarana nrasarana iasa pemasaran: 

2.90 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
oemeliharaan sarana orasarana Desa wisata. 

2.91 Kegiatan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana teknologi tepat guna (TIG) 

2.92 Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan; 

2.93 Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan 
bencana alam dan/atau keiadian luar biasa 

2.94 Kegiatan lain-lain bidang pelaksanaan pembangunan sesuai 
kondisi desa 

3 Bidang Pembinaan Kemasvarakatan 
3.1 Keziatan Pembinaan Lembaza Kemasvarakatan 
3.2 Keziatan Penvelenzgaraan Ketentraman dan Ketertiban 
3.3 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 
3.4 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 
3.5 Keziatan Pembinaan Lembaza Adat 
3.6 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 

3.7 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong 
Masvarakat Desa 

3.8 Penanzanan Konflik dan Melakukan Mediasi di Desa 
3.9 Keziatan Lain sesuai Kondisi Desa 
4 Bidang Pemberdavaan Masvarakat 
4.1 Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan 

masvarakat 
4.2 Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 

kebudavaan 
4.3 Keziatan penzelolaan Iinzkunzan perumahan Desa 
4.4 Keziatan pengelolaan transportasi Desa 
4.5 Keziatan oenzelolaan enerzi terbarukan 
4.6 Keziatan penzelolaan informasi dan komunikasi 



4.7 Kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian untuk 
ketahanan panzan dan usaha nertanian 

4.8 Kegiatan pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk: 
ketahanan panaan dan usaha oertanian 

4.9 Keziatan penzelolaan usaha iasa dan industri kecil 
4.10 Kegiatan pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/ atau 

BUMDesa Bersama 
4.11 Kegiatan pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa 

bersama 
4.12 Kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 

masvarakat dan/ atau koperasi 
4.13 Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat 

Guna (TTG) untuk kemaiuan ekonomi 
4.14 Kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha 

BUMDesa dan usaha ekonomi lainnva 
4.15 Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam 

menghadapi bencana serta kejadian luar biasa 

4.16 Keziatan Pelestarian Iinzkunzan hidup 
4.17 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat 

tata kelola Desa yang demokratis 
4.18 Kegiatan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan 

Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDM dan 
SDA 

4.19 Kegiatan menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 
denean orioritas potensi dan nilai kearifan lokal 

4.20 Kegiatan menyusun perencanaan dan penganggaran yang 
bernihak kepada kecentinaan warea miskin lokal 

4.21 Kegiatan mengembangkan sistem transparansi dan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pemberdavaan Desa 

4.22 Kegiatan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan 
Iernbaza adat 

4.23 Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa 

4.24 Kegiatan melakukan pen dam pingan masyarakat Desa yang 
berkelaniutan 

4.25 Kegiatan menyelenggarakan peningkatan kualitas dan 
kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk 
lnenzembanaan Lumbunz Ekonomi Desa 

4.26 Kegiatan melakukan pengawasan dan pemantauan 
penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Desa 
yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa 
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4.27 Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala 
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

4.28 Keziatan lain-lain 
5 Bidana Tidak Terduza 
5.1 Keziatan Penanzzulanzan Bencana Alam 
5.2 Keziatan Penanggulangan Bencana Lain ... 

f Pt. BUPATI GADA, 



KODE URAIAN KETERANGAN 
1 2 3 

1 PENDAPATAN 
1.1 Pendaoatan Asli Desa 
1.1.1 Hasil Usaha Desa 
1.1.1.1 Hasil BUM Desa 
1.1.1.2 Hasil Tanah Kas Desa 
1.1.1.3 Hasil Kebun Desa 
1.1.1.4 Lain lain Hasil Usaha Desa Lainnva 
1.1.2 Hasil Aset Desa 
1.1.2.1 Tanah 
1.1.2.2 Bani;runan 
1.1.2.3 Peralatan dan mesin 
1.1.3 Swadava, Partisipasi dan Gotonz Rovonz 
1.1.3.1 Tenaga 
1.1.3.2 Material 
1.1.3.3 Natura 
1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 
1.1.4.l Pungutan Desa 
1.1.4.2 Iuran 
1.1.4.3 Hasil penjualan aset desa yang tidak 

dioisahkan 
1.1.4.4 Pendapatan Bunga 
1.1.4.5 
1.1.4.6 Penerimaan Atas Turitutan Ganti Kerugian 

DesaPenerimaan Atas Tuntutan Ganti 
Keruzian Desa 

1.1.4.7 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 
lainnva 

1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.1 Dana Desa 
1.2.1.1 Dana Desa 
1.2.2 Bam Hasil Paiak dan Retribusi 
1.2.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 
1.2.3 Alokasi Dana Desa 
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KODE DAN NOMENKLATUR BIDANG DAN KEGIATAN 



1.2.3.1 Alokasi Dana Desa 
1.2.4 Bantuan Keuanzan 
1.2.4.1 Bantuan Keuanzan Provinsi 
1.2.4.2 Bantuan Keuanaan Kabupaten 
1.3 Pendapatan Lain-Lain 
1.3.1 Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiza yang tidak menzikat 
1.3.1.1 Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang 

tidak menzikat 
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 
1.3.2.1 Hasil Keriasama dengan Pihak Ketiga 
1.3.2.2 Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di 

Desa 
2 BELANJA 
2.1 Belania Desa 
2.1.1 Belania Pegawai 
2.1.1.1 Penahasilan Tetan Aparat Desa 
2.1.1.2 Tunianzan Peniabat Kepala Desa 
2.1.1.3 Tunianaan Lainnva Aparat Desa 
2.1.1.4 Tunianzan BPD 
2.1.2 Belania Barang dan Jasa 
2.1.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 
2.1.2.2 Belanja Benda Pos 
2.1.2.3 Belania Saban/Material 
2.1.2.4 Belania Cetak/ Penzzandaan 
2.1.2.5 Belania Pakaian Dinas dan Atributnva 
2.1.2.6 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerah 
2.1.2.7 Belania Perialanan Dinas Luar Daerah 
2.1.2.8 Belania Honorarium Upah Keria 
2.1.2.9 Onerasional Pemerintah Desa/TPK 
2.1.2.10 Operasional BPD 
2.1.2.11 Insentif RT I Kelembazaan Desa Lainnva 
2.1.2.12 Belania Alat Listrik dan Elektronik 
2.1.2.13 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 

Pembersih 
2.1.2.14 Belania BBM I Gas 
2.1.2.15 Belania Peralatan Olahraza 
2.1.2.16 Belania Bahan Perlenzkanan Pelatihan 
2.1.2.17 Belania Bahan Bangunan 
2.1.2.18 Belania Bahan Bibit Tanaman 
2.1.2.19 Belania Bibit Ternak 
2.1.2.20 Belania Bahan Praktek 
2.1.2.21 Belanja Piala/Trophy Kejuaraan/Hadiah 

Lomba 
2.1.2.22 Belanja J asa Transaksi Keuangan (Admin 

Bank dll) 
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2.1.2.23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

2.1.2.24 Belanja Cinderamata 
2.1.2.25 Belanja Alat Bermain/ Alat Peraza 
2.1.2.26 Belania Peralatan Pertanian 
2.1.2.27 Belania Bahan Baku Tenunan 
2.1.2.28 Belania Bahan Pokok 
2.1.2.29 Belania Bahan Kompos 
2.1.2.30 Belania Bahan Makanan Ternak 
2.1.2.31 Belania Transportasi dan Akomodasi 
2.1.2.32 Belania Dokumentasi Atau Publikasi 
2.1.2.33 Belania Dekorasi 
2.1.2.34 Belania Penunianz Pendidikan 
2.1.2.35 Belanja Pajak Kendaraan dan Administrasi 

Kendaraan 
2.1.2.36 Belania Sewa Gedunz Kantor /Tempat 
2.1.2.37 Belania Sewa Sarana Mobillitas Darat 
2.1.2.38 Belania Sewa Sarana Mobilitas Laut 
2.1.2.39 Belania Sewa Sarana Mobilitas Udara 
2.1.2.40 Belani a Sewa Alat Berat 
2.1.2.41 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor 
2.1.2.42 Belania Makan dan Minum 
2.1.2.43 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 

Tertentu 
2.1.2.44 Belania Pemeliharaan J alan 
2.1.2.45 Belania Pemeliharaan Jembatan 
2.1.2.46 Belania Pemeliharaan Gedung 
2.1.2.47 Belanj a Pemeliharaan Peralatan dan 

Perlenzkanan Kantor 
2.1.2.48 Belanja Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Olahraza 
2.1.2.49 Belania Pemeliharaan Mesin 
2.1.2.50 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 

Keoada Masvarakat 
2.1.2.51 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan 

Kenada Pihak Ketiza 
2.1.2.52 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada 

Masvarakat 
2.1.2.53 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada 

Pihak Ketiza 
2.1.2.54 Belania Jasa Konsultasi Penelitian 
2.1.2.55 Belania Jasa Konsultasi Perencanaan 
2.1.2.56 Belania Jasa Konsultasi Pengawasan 
2.1.2.57 Belanja Jasa Konsultasi Pemetaan 
2.1.2.58 Belania Jasa Konsultasi Penvusunan 
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2.1.2.59 Belania Jasa Penelitian 
2.1.2.60 Belania Jasa Survey Investigasi Desain 
2.1.2.61 Belariia Jasa Konsultasi .Jarinzan 
2.1.2.62 Belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Dava Air dan Listrik 
2.1.2.63 Belanja Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan 

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 

2.1.2.64 Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman 
dan Sarana Prasarana 

2.1.2.65 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Taneza 

2.1.2.66 Belania Pemeliharaan Alat-Alat Berat 
2.1.2.67 Belania Honorarium Narasumber/ Ahli 
2.1.2.68 Belania Honorarium Panitia 
2.1.2.69 Belania Honorarium Peserta 
2.1.2.70 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pihak 

Ketiga 
2.1.2.71 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Masvarakat 
2.1.2.72 Belanja Barang dan Jasa Lainnya 
2.1.3 Belania Modal 
2.1.3.1 Belania Modal Tanah Banzunan Kantor 
2.1.3.2 Belania Modal Tanah Rumah Dinas 
2.1.3.3 Belanja Modal Tanah Pertanian dan 

Perkebunan 
2.1.3.4 Belania Modal Tanah Sarana Kesehatan 
2.1.3.5 Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan 

2.1.3.6 Belania Modal Tanah Sarana Umum 
2.1.3.7 Belania Modal Tanah Sarana Jalan 
2.1.3.8 Belania Modal Tanah Lainnva 
2.1.3.9 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 

2.1.3.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 
Anzkutan 

2.1.3.11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 

2.1.3.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 

2.1.3.13 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 
Penzolah Pertanian dan Peternakan 

2.1.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 

2.1.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah 
Tanzza 



2.1.3.16 Belania Modal Penzadaan Komputer 
2.1.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 

Studio I Audio 
2.1.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 

Komunikasi 
2.1.3.19 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnva 
2.1.3.20 Belanja Modal Pengadaan Gedung 

Kantor /Temoat Keria 
2.1.3.21 Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah 

Dinas I J abatan 
2.1.3.22 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 

Gudanz 
2.1.3.23 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 

Berseiarah 
2.1.3.24 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 

Monumen 
2.1.3.25 Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan 

2.1.3.26 Belanja Modal Pengadaan Bangunan 
Lainnva 

2.1.3.27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 
Des a 

2.1.3.28 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 
Jembatan Desa 

2.1.3.29 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi 
J arinzan Air 

2.1.3.30 Belanja Modal Pengadaan Penerangan 
Jalan. Taman dan Linakunzan 

2.1.3.31 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 
dan Telenon 

2.1.3.32 Belanja Modal Pengadaan Instalasi 
Penzolah Samoah 

2.1.3.33 Belanja Modal Pengadaan Buku dan 
Keoustakaan 

2.1.3.34 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak 
Kesenian. Kebudavaan 

2.1.3.35 Belanja Modal Pengadaan Hewan dan 
Ternak 

2.1.3.36 Belania Modal Penzadaan Tanaman 
2.1.3.37 Belanja Modal pengadaan suku cadang alat 

berat 
2.1.3.38 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan 

Kantor 
2.1.3.39 Belania Modal penzadaan meubelair 
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2.1.3.40 Belanja Modal pengadaan peralatan dapur 

2.1.3.41 Belanja Modal pengadaan penghias ruangan 
rumah taneaa 

2.1.3.42 Belanja Modal pengadaan 
konstruksi I nembelian banzunan 

2.1.3.43 Belanja Modal pengadaan peralatan 
kelautan oerikanan 

2.1.3.44 Belanja Modal pengadaan bangunan bukan 
tembok 

2.1.3.45 Belanja Modal pengadaan fasilitas 
transportasi darat, laut dan udara 

2.1.3.46 Belanja Modal pengadaan tembok penahan 
tan ah 

2.1.3.47 Belanja Modal pengadaan tembok penahan 
air 

2.1.3.48 Belania Modal Penzadaan Lapangan 
2.1.3.49 Belania Modal lainnya 
3 PEMBIAYAAN 
3.1 Penerimaan Pembiavaan 
3.1.1 Sisa Lebih Perhitunzan Anzzaran Tahun Sebelumnya 
3.1.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 

Tahun Sebelumnva 
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.2.1 Pencairan Dana Cadangan 
3.1.3 Hasil Peniualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 
3.1.3.1 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang 

Dioisahkan 
3.2 Penzeluaran Pembiavaan 
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.1.1 Pembentukan Dana Cadangan 
3.2.2 Penvertaan Modal Desa 
3.2.2.1 Penvertaan Modal Desa 
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